GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT -

'NOMOR : 030 -498 - 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 030-136-2019 TENTANG

Menimbang

Mengingat

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

. bahwa  Pembentukan Tim Pelaksana Teknis

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 030-136-
2019; '

. bahwa dengan adanya mutasi staf di lingkungan

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
maka perlu dilakukan perubahan atas lampiran
Keputusan Gubernur Nomor 030-136-2019 dimaksud ;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana.
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan
Atas . Keputusan Gubernur Nomor 030-136-2019
tentang  Pembentukan = Tim Pelaksana  Teknis
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan ‘Keuangan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun . 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Necara (Lembaran Neecara Repntiblile Indonecia



10;

L1,

12.

Republik Indonesia Nomor 4400)

Undang-Undang Nomor - 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011;

14.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;



Memperhatikan : 1. Surat FEdaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/984 /BAKD tanggal 21 September 2006 perihal
Petunjuk Pelaksanaan Daerah Media Inkubator;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/1199/BAKD pada bulan Desember 2006 perihal
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem
Informasi Keuangan Daerah (SIKD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Gubernur Nomor 030-136-
2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2019.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 3JULl 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,
RW| N%YIT 0O

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta

2. Menteri Keuangan di Jakarta

3. Kepala Perwakilan BPK RI di Padang

4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang

5. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat di Padang

6. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang

7. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumatera Barat di Padang

8. Arsip.
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LIZA NOVELIA , SE
NENSY KRISNA BARSHAL,SE

ILHAM WAHAB, S.Sos
HILDA PERWINA RIDIA, SE
DESRIZAL, S.AP

FIVTINIA OTAGUSNI, SS
RAHMI DWI RIZA

HERWIN

NURHASNAH

TELLY DWI NATALIA, A.Md
DONI PUTRA, A.Md
CHERIA OKTORA, SE, Ak

WIDIAN NINGRUM, SP
CITRA APRO AMOR,S.KOM
AZIZAH, SE

HANDRI, A.Md

ENDRIANTO

WIDYA HAYATI NUFUS, SE.

RETMA NENCY,S.STP.

PRATAMA WINIA NAZWIR,S.STP

METTRAWATISE
WANDI AKMAL, S.IP

“7ATI, A.Md

UEWI INSANI, S.Si.

BOBY ISTIANTO

MEIDHANI MARTHA, A.M.d

PUTI LENGGO GENI,SE
YULIARDI SETIAWAN
FATMAWATY SAWIR, ST
LOLA SUSANTI, S.Thl
EMMA OKVANTI MARBUN,
MARDIAH

DIAN PERTIWI,A,Md

SYAFWIRDI,SE,M.Si

JHONRIZAL, SE.MSi

NOVLI YANTI, A.Md
IILTA

YULIA OKTRITUTI, SE

NOVA SISKA, SE,M.Si

JUNAIDI

FATMARURI NANGDIWATI
FITRI MAYASARI GUSTI, A.Md
SALMA DWIPA

RIYO YUNANDA

MUTIA SARI, S.Kom

NASFI ARFIAN

WIDYA HASTUTI,SE,MM
ADI SURYA KARIM,S.Pd
CHEN CHEN MORINA,S.Pd
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PUTRI RAHMADANI, SE
MEUGAH FAUZIAH,A.Md
MUTIA RENI, SE

NENI RAHYUNI, SE. MM

SAIDIL ANAM, ST

RUDI ANANTA, ST

MERRY RIZKY AMELIA, SP
KARTIKA SHINTA SETIAWATI
SYAIFUL, S.IP

ADRI EKA PUTRA

HAFRIANI, A.Md

DARMILIS

DANIEL FITRAL AKBAR, SE

SETIAWAN,SKM,MPH
MUHAMMAD EMIRUL
WIDYA, A.Md

YOSI FEBRINA, SE.Ak.MM.
MELLA TANIA,SE
RIA NIKMATU ZAKIAH,A.Md

PRIMA JENIA SISKA
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AN TONI TARDA

AGUS PURWANTO, SKM
KHAIRUL FADLI, SE
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